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NASKAH KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO
DENGAN

MAJELIS ULAMA INIX}NESTA (MUI) KABUPATf,N BANYUMAS

Nomor:
Nomor:

/In. I 7lD. FSA/I/2O1 7

iMUI-BMS/W2017

TENTANG
PELAKSANAAN TRI D}IARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanegal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, yang

bertandatangan di bawah ini:

l. Nama

NIP
Jabatan

Alamat

2. Nama

NIP
Jabatan

Alamat

: Dr. H. Syufa'at, M.Ag
: 19630910 199203 I 005

: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Kode Pos 531256

Telepon :0281435624,0281{28250
Faximile :0281{36553
Website

Email

urwokerto.ac.id

svariah6liain nvo rto.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karera itu untuk dan

atas nama serta sah mewakili Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK
PERTAMA

k

: Drs. H. Chariri Sofa, M. Ag.

: 19570911 198503 1004

: Ketua
: Jalan Masjid No. 09 Purwokerto

Telepon : 0281- 631698

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan

atas narna serta sah mewakili Majelis Ulama lndonesia (MUI) Kabupaten

Banyumas. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini PIHAK KEDUA.
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Kedua belah pihak ( tjakultas Syari'ah Institut Agama lslam Negeri purwokert.
dan Majelis ulama lndonesia (MUr) Kabupaten Banyumas sepakat mengadakan
ket'asama trerdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah
kerjesama ini dalanr pe laksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi nrencakup
H€rapa hal pokok. seperti bidang pendidika, dan pengaja*, penelitian.
PengaMian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN hrwokerto serra
kegiatan lainnya yang gral hu[rrng2nnya dengan Tri Dharnra pergunrao Tinggi.
Kedua belah pihak nrenerangkan terlebih dahuru dengan berdasarkan dan
menyadari sepenuhn ya bahwa:

Bahwa untuk membantu Program Study (prodi) di Fakultas Syari,ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) purwokerto dalam pengurusan dan
perqgajuan Akredilasi Fakultas ke Badan Akreditasi Nasional perguruan
Thggi (BAN-Pr).

a.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebur, maka kedua belah pihak
(Fakultas Syari'ah lnsritut Agama Islam Negeri purwokerto dan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas telah scpakat untuk melaksanakan
kerjasama secara traqsparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannya
dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syzrat_syarat
sebagaimana di urai kan da lam pasal -pasal berikut :

b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BEI-AH PIIIAK
dalam melakasanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya derni
kemajuan dan perkembangan Institusi.

c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas
Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi seb,,eh lcmbaga/institusi pendidikan,
menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakar dalam melahirkan insan-
insan penerus Bangsa yang siap mengisi pembangunan, maka ke{sama
antar Perguruan linggi mutlak diad"kan demi terwujudnya pembangrrnan
sumber daya rnasing-masing Perguruan Tinggi.

d. Bahwa unruk lcbih mendorong pembangunan pclaksanaan program bidang
pendidikan, penelitian, dan pengaMian pada masyarakat, IAIN
Purwokerto telah melakukan kerjasama dengan perguruan
Tinggi/I-embaga dalam dan hnr Negeri.

BAB I
DASARHUKUM
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Pasai I

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

l Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah lemb:iga
yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas adalah lembaga yan_q

mewadahi para ularrta, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia khususnya
di wilayah Kabupaten Ban)rumas untuk membimbing, membina tlan
mengayomi kaum muslimin di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri purwokerto adalah
pcnanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Fakultas syari'ah Instirut
Agama Islam Negeri purwokerto.

4. Ketua Majelis
kordinator di
Banyumas.

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas adalah jabatan
lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten

J

l Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tcntang Sistem Pendidikaq Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tcntang Pengadilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikao Tinggi.

5. Kcputusan Presiden Nomor I I Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN.

6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN

Purwokerto menjadi 1ot1i1u1 Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

7. Kcputusan Menteri Agama Repubhk Indonesia Nomor 6l Tahun 2016

Tertanggal 28 Desember 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Purwokerto



5. Tri Dhanna Perguruan Tinggi adalah kcgiaran institusi perguruan tinggr yarrg
meliputi pendidikan, penelitian dan pcngaMian masyarakal

6. Pendidikan adalah usaha sadar yang tcrencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
rnengembangkan potensi dirinya untuk merniliki k€kuatan spiritual keagamaan
diri, kepribadian, keeerdasan, akhlak mulia, rerta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Penelirian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang
mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran
dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.

8. PengaMian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan
masyarakat.

9. Naskah Kerjasama antara Fakultas Syari'ah lnstitut Agama lslam Negeri
Purwokerro dengan Majelis Ulama tndonesia (MUf) Kabupaten Banyumas
bernrjuan untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran,
Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi program Study (prodi)
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islarn Negeri flAfN) purwokerto serta
kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma perguruan
Tinggi.

10. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikantentang kelayakkannya dan kinerjanya suatu iernbugu pendidikan yangdilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional f"gu*un iinggi (BAN_pTy yangkemudian hasilnya berbentuk peningkrtun L.tr;k;.

. BAB III
RUANG LINCKUP

I Ruang lingkup o""kuh k"r.^--P"'f Iperg,ruan',* i*-i"",*ffiT #:;fl"i, Tjffi?li, ?::ffilAgama Islam Negeri (AIN) purwokeno.

Pelaksanaan Kedasama ini melipuri: pendidikan dan pelatihan, peneritian,PengaMian pada Masyarakat, akrediasi program Study (prodi) di FakultasSyari'ah Institut Agpma Islam Negeri OeflO p".*"i"*, serra kegiatan
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lainnya yang erat hubrngannl,a dengan ke{asama. Adapun l,claksanaan
Kerjasarna, dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang dis€pakari oleh kedua
belah pihak.

3. Dalam batas-batas kemamgran dan tanpa Er€ngurangi tugas pokoknya, maka
rnasing-masing pihak akan saling membantu daliun melaksanakan program
kerjasama yang telah disqrakari dengan memanfiatkan sumbcr daya dan
lasilitas yang ada pada kedua belah pihak.

4. Dalam pelaksanaan program semiloka yang diselenggarakan olch PIIIAK
PERTAMA" maka PIIIAK KEDUA bersedia berpartisipasi untuk mengirim
utusan sebagai peserta, paDitia atau narasumber semiloka.

Pasal 4

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kerja-sarna yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA serta dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

BAB IV
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5
Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan orononti masing-
masing lembaga serta saling mengunongkan kedua belah pihak, dalam jalinan
kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang
akan datang.

2 Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan. kepentingan, hak
dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

5. Berkenaan dengan Pelaksanaan Program yang diselenggarakan olch PITIAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bcrsama-sama
menjamin keamanan selama proses kegiatan tersebut berlangsung.
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Maksud kerjasama ini adalah untuk menggaleng kebersamaan dan sinergi dalam

bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat,

Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat

hubungannya dengan Tri Dharrna fr€rguuan Tinggi.

Bagian Kedua
Tujuan Kerjesama

l. Tujuan kcrjasaru ini adalah untuk:

Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah

pihak dalam bidang Pendidikan dan Pe,ngajaran, Penelitian, Pengabdian

pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta

kegiatan lainnya yang erat hubun8Fn dengan Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

b. Mengatur dan mengoptimalisasikan segala .as?ek menejemen penggunaan

sumber daya manusia serta sarana dan praisarana yang dimiliki oleh kedua

belah pihak untuk kepentingan pembangunan.

Mensinergikan pelaksanakaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan

pelaksanaan pembangunan hukum.

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika PIHAK
PERTAMA di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas

Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga./institusi pendidikan
tinggi yang lebih baik dan maju lagi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

a-

c

6

Ilagian pertama

\laksud Kerjasama
Pasal 6

Pasal 7

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
Pasal 8



Hak-Hak Pihak Pertama:

a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan diburuhlan.

b. Menandatangan i Naskah kerjasama

c. Mengkoreksi atau mernperbaiki dan atau rncnghentikan ke{asa yang
pelaksanaaonya tidak sesuai dengan Naskah ker.lasama dengan terlebih
dahulu mernbentahukan kepada PIIIAK KEDUA.

d- Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajarao, Penelitian,

PengaMian pada Masyarakat, mengajukan akcditasi kepada BAN-PT,
serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma
Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

e. Menggunakan hasil peoelitian yang berupa data. informasi, dan atau

rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.

f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kefasama dari PIHAK
KEDUA.

2. Kewaj iban PIHAK PERTAMA:

a. Menjaga nama bail kedua belah pihak.

b. Menyusun rencana ke{a bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas) sesuai dcngan ketentuan yang

berlaku.

d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah
pihak.

e. Melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam. Naskah Kerjasama ini
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dengan sebaik-baiknya dan
membanfu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi
laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 9

7
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a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan
pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama.

b. Menandatangan i Naskah Kerjasama.

c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang
pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah Kerjasama, dengan terlebih
dahulu memberirahukan kepada PIHAK PERTAMA.

d. Mendukung PII{AK PERTAMA dalam p,roscs pengajuan akreditasi
Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah Insritut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6), bahwa pIHAK KEDUA
memberikan ifin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sumber
daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK
PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan pIHAK KEDUA.

b. Membantu kclancaran pelaksanaan kegiatan pcndidikan dan pengajaran,

Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, pengurusan Akreditasi serta
kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma perguruan

Tinggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam
pelaksanaan pe{anjian kerjasama ini.

c Bersama PIHAK PERTAMA, mengkoordinasikan fasilitas yang dimiliki
PII{AK KEDUA, guna penyelenggaraan bimtringan.

Menciptalan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan
kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 ayar (6) dan (7).

Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam
Naskah Ke{asama ini, dalam wujud penyiapan materi, serta penyiapan
evaluasi.

d.

e.

BAB VII
PET.AKSANAAN KEGIATA,\{

Pasal 10

1- sernua program dalam Naskah Ke{asama ini akan diatur dan dirinci
berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah piha! dengan
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rrmgkut*-lakan mitlanguloit di lingkunsm kut.ra belah fihak

2. PIHAK KITDIJA rneqcdiakan dan mor&yapnakan sarana &n lrasamrn yar]g

teisodia untuk pelalsaoa& kegiafian di bid.ng: Pendidihn dan Penpjaran.
Penelitian, PengaMian pada lv{asyarak4 atrcditasi Progra.m Studi (Prodi) di
Fakultas Syari'ah lnstitut Agama Islarn Negeri (IAIN) Purwokerto serra

kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dhmu Pergunran 'finggr.

yaog dilaksanakan PIHAK PERTAMA di thtam wila:ahpIHAKKED[.]A

3. Unfuk menjamin hrjrren keriasama secara optirnal, maka selama
pelaksanaan kegiaan keriasarna bedergs.urg. PIII{K PEIUAIvIA dan PII{AK
KEDUA $cara be$ma,-6ama atau sendiri-serdiri beilcrajiban nplaksarnkaur
pmbinaan dan perAsndalim Htradap pelaksanaan kegiatan baik a&ninisfarif
maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem
infmnasi manajm bagi l€du belah pihat serta guna pqffiDaan progrdm
lojasarm selanjunye"

4. Untuk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini, PIIIAK PERTAMA
memrnjuk Fakultas Syari'ah Instinr Agama Islam Negeri hnumkerto sebagai

koadnnttx.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ke{asama ini, menjadi Enggurg
jawab PITIAK PERTAMA berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dcngan
PIHAK KEDUA. A@m kegiahfcgiatan di hur seperti Fendidikm dar pengaiar-arl

Perckian, Pengzrhlian pada N4aqaraka{ al@ditasi. serta kegiatan lafumya yang e.at
hubungannya dengan Tri Dhanna Perguruan Tinggr, nrenjadi argung jar.rab piluk
rElgurla"

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal l2

q

Kedudukan dan Status Naskah Kerjasama

Pasal 1l



l. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan kcpurusan
auru kebijakan yang disetujui dan diretapkan oleh kedua belah pihak.

Naskah Kerjasama ini mengikat kcdua bclah pihak.

Pasal l3

Naskah Kcqasarna ini tidrk menghalangi r.cdua belah pihak untuk mengadakan
kerjasama dcngan pihak lain diluar Naskah Kerjasama ini.

Pasal l4
Afuran Tambahan dan Keabsahan

l. Hal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama
ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah
untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang
merupakan addendun dari Naskah Keijasama ini.

2. Apabila dalam bal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat
dalam Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau Naskah
Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat d aksanakan daram
hal apapun berdasartan hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam
Naskah Kerjasama iri tetap berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan
oleh para pihak.

Pasal l5
Keadaan Mema ksa (I-orce Majeure)

l. Yang termasuk "keadaan memaksa,,adalah sebagai berikut:
a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).

b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.
c' Perang huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau

epidemi yaog secara keseluruhan
keg'asama ini.

d. Kegagalan penelitian yang bukan
PERTAMA maupun pIHAK KEDUA.

ada hubungan langsung dengan

merupakan kegagalan PIHAK

2. Apabila terjadi keadaan memaksa scbagaimana tersebut pada ayat (l) di atas,maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan
secara rertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a sejak terjadinya keadaao

lo



memaksa disertai buki-bukti yang sah, dernikian juga pada s'akru keadaan
memaksa berakhir.

l,asal l6
Penyelesaian Perselisihan

l. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Ke{asarna ini, maka
kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk rnulakat.

2. Apabila secara mus).awarah unluk mufakat tidak dapar rnenyelesaikan
perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk meounjuk Pihak Ketiga
sebagai mediator (secara mediasi).

3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua
belah pihak dalarn hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman
hukum yang tidak berubah pada Kantor Majetis Ulama Indonesia (MUI)
Krbupaten Banyumas.

BABX
PENUTUP

Pasal lE

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani orch kedua belah
pihak di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan
ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri purwokerto dan Majelis Ulama Indonesia
(MUl) Kabupaten Banyrmas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-
masing pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri punvokerto dan
Majelis Ulama lndonesia (MUI) Kabupaten Banyumas.

1l

Pasal 17
Apabila Naskah Kerjasama ini rcrdapat kesatahan dan/atau kokeliruan akan
ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
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